PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
PERATURAH BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR: 3 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK

REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN

LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan daerah yang sangat penting
dan potensial untuk mendanai penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan pembangunan daerah yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan -
peran serta masyarakat sesuai dengan

kemampuannya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten
secara atribusi berwenang untuk memungut pajak atas
jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame......ieevenee



Mengingat :

i Jalan, pa;

: e, Pajak pPenerangan  Pajak v
Pa‘:(ak ngg’% dan Batuan, Pajak Parkir, Paja:(ne’?'
_?ung:": dan Pajak Sarang Burung Walet; Ai
e pertimbangan  sgp

dasarkan aqgai
c. bahwa bejam huruf a dan huruf b, perly me,?]a'mana

da :
dlrpaattsrgg Daerah tentang  Pajak Hotey
Pe pajak Hiburan, Pajak Reklame

storan ' . . B
seenerang'an Jalan, Pajak Mlner_al Bukan Logam J::
Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan %ou

Burung Walet.
_ii%%—umang Nomor 29 Tahun 1959 tEntang
Pembentukan Daerah ngkat I Sulawesi (Lembara,
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomg 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia'
Nomor 4286 ); - -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hyym
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negarz
Republik Indonesia Nomor 3209 ): ‘

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan dan Tatg Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126,

Tambahan Lembaran | : nesia
Nomor 3984), Negara ‘Republik Indo

r Pajy

: Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentand

EEBZ?;"E’E paj‘?k déngan surat Paksa (Lembaran
‘42,Tambahe Pribill Indonesia Tahun 1997 Nomor
% Lembaran Negara Nomor 3686

Sebagaimana.s .
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“sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
" 'Nomor' 19 Tahun'2000 (Lembaran Negara Republik

f " Indonesla Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan

"' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
"' 'Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
""" Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara

~““""Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. 'Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

" 'Pengadilan  Pajak' (Lembaran - Negara _Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

17 "Undang-Undang ’Nomor 17 Tahun 2003 tentang

""" pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
" “~~"Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

o1gi -;Und"a'ﬁg-undang i Nomor 10 'Tahun 2004 tentang

. Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan
"' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

“ ‘Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
" Indonesia Nomor 4389); s il '
‘Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
‘Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
... {:sebagaimana: telah diubah terakhir dengan- Undang-
--undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun: 2008 : Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);
10. Undang-undang........cveee
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tentang p

33 Tahun 2004 g Perimp

0 Undant:-l'U"'d graNpmm';g(Intah pusat Dan Pemerintahan angan
" Keuangan 21208 T i Indonesia Tahun: 2004 Noy,

" (Lembaran: Neg Negara Republik Indonesia Nomor 4438) !

Lembarar'l
JEPERE | Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
11 Undang-Undang (Lembaran. Negara. Republik Indonesig 1

| Rglt)rs;b:lsolmgﬁgao 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indom-__,\,;j !
2

| Nomor 5049); - -
Tahun 2005 tentan

Pemermtah Nomor 55 g Dany

‘12 Eﬁﬁf-.faa:gan (Lembaran Negara. ‘Republik Indonesia Tahun 2005

. ~ Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomqy

4575),. y srobrl sl dured 713
13, Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahyn
ﬁ,; 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578), -t T -

-14.Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

. Urusan. Pemermtahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
~ Provinsi- dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republlk Indone5|a Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
- Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4737);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
.. Uang Negara/Daerah (Lembaran! Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, ;Tambahan nesia
- Nomor 473g); " Lembaran Negara Republik Indo

’-16 Peraturan : Daeraﬁ Ka
S1ut Urusan: Pemerintahan .
Daerah Kabupaten Luwu

bupaten Luwu Nomor 3: Tahun 2008 tentand
' Yang menjadi  Kewenangan Pemerintah

-
al ¥

LR !! .

17. Peraturan Daerah
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17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun
16UIGEON . 2009 - tentang ' Penetapan - Anggaran . Pendapatan
A6y 1 Eysin 20 danei1Belanja Daerah Kabupaten Luwu - Tahun
15t corlednic oo Anggaran 2010

1 A3

SUIGBCYUA EIBD) 33 Py - f
G590 oq 0ot - Dengan Persetujuan Bersama 6l o
U DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU,
dan o
yd i ukishs! 280 BUPATILUWU" '
oy ; MEMUTUSKAN

Menetapkan -PERATURAN DAERAH TENTANG' PAJAK HOTEL,
ST 0 PAJAKY T RESTORAN,  PAJAK “HIBURAN, PAJAK
50 002t REKLAME, PAJAK 'PENERANGAN JALAN, PAJAK
,prEsed-1n . MINERAL BUKAN LOGAM. DAN' BATUAN, PAJAK
PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG
451 (BURUNG WALET. SIgInLsE il

Vo

] “ ir e .
j
Jid tadl §
i L]
. g Z
."‘"" L1l 12l 1

ENDNEMmMod  ncoyusld
shed usts (AMUE) s KETENTUAN UMUM , M6s
a6 Juomad mrelst qsh emen (Pasal Y s196h il

Dalam Pera_turan Daerah ini yang dlmaksud dengan

1 Pemenr[tahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemenntahan
oleh Pemerintah, Daerah dan: Dewan. -Perwakilan Rakyat, Daerah
., menurut;-asas. otonomi -dan. tugas pembantuan dengan - prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah....ccoeee
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| ti dan perangk
h adalah Bupa gkat Dae
| emerintah Daera , . rah
E Ensur penyelenggara PemerlntahiinglfStralL - Sebagy
Daerah otonom selanjutnyd rah - adalah |,
4 kat hukum 'yang mempunyal  batas-batas Wilayahsat“an
dan mengurus urusan  pemerintap, Yang
n

' masyara T ngatur
berwenang

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsy .. 9N

masyarakat dakam system Negara Kegtndm

Uan

| berdasarkan aspirasl

Republik Indonesla. ..
kyat Daerah,’ yang selanjutnya disingkat DPRp

4. Dewan perwakilan Ra
adalah .1 lembaga perwakilan rakyat' daerah sebaga .
ur

penyelenggara Pemerintahan Dae;ah.

5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Pejabat adalah pegawal’ yang 'diberi tugas tertentu di pig
ng

perpajakan daerah sesual dengan peraturan perun .
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut P%jak, d:cr;gl;l?dsngaf" ‘
- wajib kepada Daerah yang terutang- oleh orang pribadi ataontnbug
. yang bersifat memaksa berdasarkan A Undang-Unda S
i+ Daerah;, dengan tidak. mendapatkan imbalan seca b
'/ digunakan | - untuk- keperluan Daerah bagi ra_angsung da

. Badan adalah seku T e 1y
hessin, balk Vangmrﬁglaasulﬁarﬂnl?s dlfn/atau-modal yang merupakan
usaha yang meliputi perseroa a a maupun yang tidak melakukan
perseroan lainnya, badan‘-'usahaq&“;'#t-ferpatast perseroan komanditer,
usaha milk daerah (BUMD) denam 22, (BUMN), afau 026
pun,  firma,  kongsi, . ko éen.gan nama dan dalam bentuk ap
k. ;gt‘;r'?,”mpulan, yayasa,;"'"orggh'i'fas-'{, .dana . pension, persekutuah
., U organisasi lainnya, Jemba Zag' massa, organisasi social politik,
- 79, 1€Mbaga dan bentuk badan lainnya termasv
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10.Hotel- adalah fasilitas penyedia - jasa, penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
-i:mencakup juga motel; losmen, gubuk- pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos

-1 -dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

11.Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang dlsedlakan oleh
restoran.

12.Restoran ' adalah fasilitas : penyedia . makanan dan/atau minuman
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah -makan,
. kafetaria, ¢ kantin, . warung, bar dan seJenlsnya termasuk jasa
-~ boga/catering. GIRQ :

13 Pajak Hiburan adalah pa]ak atas penyelenggaraan hlburan

14.Hiburan adalah semua ijenis tontonan, petunjukan, permainan,

;- dan/atau. keramaian yang dinikmati-dengan dipungut bayaran:.

15.Pajak:Reklame adalah jpajak atas penyelenggaraan reklame.

16.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan
corak ragamnya dirancang-untuk tujuan komersial ‘memperkenalkan,

mengan]urkan ‘mempromosikan, ; atau. untuk menarik perhatian
- umum-terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat,
dlbaca, didengar, dirasakan, dan/atau-dinikmati oleh umum.

17 Pajak: Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,
i1 baik:yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

18 Pajak Mineral Bukan Logam.dan;Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, .baik: dari sumber

1.-alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. -

,.,.1 91. Pajak Parkir-adalah'pajak:atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
-« badan: jalan; baik:yang. disediakan' berkaitan dengan pokok  usaha
maupun yang disediakan. sebagai suatu usaha, termasuk penyedlaan
. tempat penitipan:kendaraan bermotor.. .= - |

20 Parkir - adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak
' bersifat sementara.: 150 |

21 Pajak - ‘Air - Tanah; | adalah pa]ak atas pengambllan dan/atau

1= . pemanfaatan ait tanah.::

22. Air tanah ..............



- =s

* dan/atau byka

| A ] —8"'

dalah air yang terdapat dalam .Iaplsan ranah atay baty,
Tanah 308, o n tanah. l
22.2Ilrmwam.permukf?";’1 ‘Wwalet adalah pajak la:as kegiatan Dengamb“a
u&aan sarung burung walet. “

~-'dan/3ta‘{,v Iﬁet ~dalah satwa yang termasuk marga collocay, .

ina, collocalla e ’ Yaity
2B ola fuchilap haga collocalla Maxte: Scuanta, g,

ia Hnct. ‘atau 'Badan yang dapat ¢

zségg?gilpajak - d?'a'_“"_ra_."q prlbé?la : yang dap dikenayz,

, h orang pribadi atz‘:u;ljglc:ar;,a rll'geliputi Pembayy

, dan pemungut pajax, mempunyaj h

pajak, pemﬁ)t::g ,?:g:a,:jakan “sesuai’ dengan Ketentuan peramra:

dan kewd) erpajakan daerah.

perundang-undarigan Po 72 "1 (satu) “bulan kalend

o7 Masa  Pajak adalah’ jangka ‘waktu”1- Kalender ata

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paln?g lama 3

<" (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untu
" menghitung, menyetor, dan-melaporkan pajak yang terutang.

28.Tahun Pajak adalah'jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila° Wajib -Pajak . menggunakan tahun buku yang

tidak sama dengan’ tahun kalender.® . ::»
29.Pajak yang terutang adalah pajak yang' harus dibayar pada suatu
saat, - dalam-Masa Pajak,” dalam Tahun' Pajak, atau daalam Bagian

'~ Tahun Pajak - sesuai ~dengan': peraturan -perundang-undangan
- perpajakandaerah.’c | o gissol s lon Lo

30.Pemungutan adalah ‘syaty -

" pajak. U
26.5\!aajib Pajak adala

" penghimpinan: dats. oper ;-"rangkaian; ' kegiatan = mulai ?]ayg

5" pajak yang terytan __'Sg Jeki'dan?suljjek‘aqugk, ‘penentuan besa;ajib
x Pajaksertafpengaw%sa ':"g:"]:(;%?ggz penagihan pajak kepada

31. : - RASRE |

it gﬁpfeargggﬁ“”a“ Pajak ?Daeral-{" yang- selanjutnya disingkai

Melaporkan pengﬁgltrat- Yang* oleh -Wajib - Pajak digunakan ””t.gk

0 orondan dan/atau pembayaran pajak, objek P

Objek pajak dan/atau-harta ‘dan kewajiban 5%

dengan ki
etentuan P€raturan perundang-undangan perpa]akan

daerah.

32. Surat Setoran
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32.Sural; Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
'~ bukti” pembayaran atau  penyetoran ‘' pajak yang telah dilakukan
. dengan ‘menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain

ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33.5Surat Ketetapan: Pajak 'Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD,

'(adalah surat' ketetapan pajak yang menentukan besarnya  jumlah
pokok pajak yang terutang.

34.Surat - Ketetapan  Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya
 disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
- besarnya ‘jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumiah
1 kekurangan pembayaran  pokok = pajak, besarnya  sanksi
- administratife, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35.Surat Ketetapan :Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
. selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36.Surat _Ketetapan Pajak Daerah - Nihil, yang selanjutnya disingkat
1=~ SKPDN, “adalah 'surat ‘ketetapan pajak ' yang menentukan jumlah
1=+ pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. |
37.Surat  Ketetapan - Pajak Daerah Lebih . Bayar, yang selanjutnya
-+ disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
~ jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
'+ besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
39.Surat Keputusan - Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
“'f'undangan "perpajakan daerah‘ yang terdapat dalam-SPPT, SKPD,
SKPDKB, 'SKPDKBT, ‘' SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat ' Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. | -

40. Surat Keputusan
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n adalah surat keputusan ata
40.Surat’ Keputusan .slf(epbg{vag?(PDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKSPISEEE'?Q“
- terhadap " SPPT: ';atau;pemungutan oleh pihak Ketigy 22U
- terhadap ' pemotongan oo Qi ' 9
- diajukan oleh wajib paja ._t san badan' peradilan pajak
' Banding adalah putu > atas bangiy
A adap Surat Keputusan Keberatan yang. diajukan o Waj
Pajak. -suatu: proses. pencatatan yang dilakukan
42.Pemttlajgk3irtlu l2‘115’1':‘3""19umpulkan;data dan informasi keuangap van
" t;ﬁg?iputl harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biays sertg
. jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasy, s
ditutup - dengan  menyusun laporan. keuangan: berupa nerac, dan
 laporan laba rugi-untuk periode Tahun'Pajak tersebut. :
43.Pemeriksaan adalah .- serangkaian ‘keglatan_ menghimpun g
~ mengolah data, keterangan, : danfatau bukti yang dilaksanakan
- secara ' objektif: dan - professional " berdasarkan suatu standsr
pemeriksaan - untuk - menguiji 'kepatuhan pemenuhan kewajiban
i perpajakan ‘daerah untukitujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44.Penyidikan Tindak : Pidana di 'bidang perpajakan daerah adalah
= - serangkaian tindakan yang dilakuka olh: Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang: dengan bukti: itu membuat terang tindak

2 ) ‘.\:' i }‘.

©" Pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya. v 5,0 - NGY - Wisiesd Ao
st uzisirsh 1510 BABII

Ul JENIS PAJAK KABUPATEN.

> 10} IS -:;:JpééaIZ' rig £ .k
1 Daerah . ini ditetapkan 9 (sembilan) Jenis Pa?
di-kewenangan kabupaten, yang terdiri atas :

c. Pajak hiburan."
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Pajak Hiburan;
.~ Pajak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan;
“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
" Pajak Parkir; ek ~'
. 'Pajak Air Tanah; dan
Pajak Sarang Burung Walet.

—TQ e a0

e ~ Bagian Kesatu
B ¥ Pajak Hotel

' " Paragraf 1 |
Nama, Objek dan Subjek Pajak

_ ey Pasal 3 .
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas kegiatan pelayanan yang
disediakan oleh Hotel dengan pembayaran.

| Pasal 4 -
adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan
Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan,

termasuk fasilitas olah raga dan hiburan;
(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

fasilitas telepon, faksimail, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci,
seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan

atau dikelola hotel.
(3) Tidak termasuk obyek Paja

(1) adalah :
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh

pemerintah atau Pemerintah Daerah;

(1) Obyek Pajak Hotel

k Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat
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sewa apartemen, kondomonium, dan S€jenisny,.

b. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atay

c. jasa : gy
keagamaan; al di rumah sakit, asramg Perawa

: tin .
d. jasa ‘e"‘patf asuggn dan panti soclal lainnya yang Sejem;'- cI;ann

jompo, £ atau perjalanan .
ro rjalanan Wisata
e. iﬁ::len;;arakaﬂeHotel yang dapat dimanfaatkan olef Umun:ang
Pasal 5
' . ibadi atay B d
k Pajak Hotel adalah orang pr adan .
& fnilgekukanjpembayaran kepada orang pribadi atay Badan \ra:g

mengusahakan Hotel. .
2) Wa;g Pajak Hotel adalah. orang pnbadl atau Badap yang

mengusahakan Hotel.
Paragraf 2
ngenaan, Tarif dan‘Car_a Penghitungan Pajak
T pasale 5 AEBS
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumiah pembayaran atay yang
seharusnya dibayar kepada Hotel. - : c et
o o ok EOGY MEpgyiag) rlsleb |
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Dasar

Pasal 9..corseeree
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- Pasal 9.,

Dengan nama Pajak Restoran. dipungut pajak atas kegiatan palayanan
yang disediakan oleh Restoran.

- Pasal 10
(1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
Restoran; 1
(2) Pelayanan yang disediakan Restoran: sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman

yang dikonsumsi oleh pembell, balk dikonsumsi di tempat pelayanan
maupun di tempat lain.

1= N1

Pasal 11
(1) Subyek . Pajak Restoran adalah orang: pnbad| atau Badan yang
membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran;

(2) Wajib Pajak 'Restoran \adalah" orang pnbadl atau Badan yang
mengusahakan Restoran.:=<

\ y -.:17-.;;
L e

Paragraf 250 alo3 B
Dasar Pengenaan Tarlf dan Cara Penghntungan Pa]ak

DIS]S2 .l‘ )

ipssaldin Jo 1 i
Dasar pengenaan Pa]ak Restoran adalah ]umlah pembayaran yang
diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

616

. Pasall3 L
Tarif Pajak Restoran'ditetapkan-sebesar 10% (sepul_uh: persen). -

Pl T
Ris]Wiel & LIS

“ipasal 14"

Besaran pokok PaJak Restoran yang terutang dlhltung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga........ceeenns
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Bagian Ketiga
' pajak Hiburan
paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Pajak
‘ | pPasal 15
+ nama Pajak Hiburan “dipungut pajak atag oy
pen[ Ye;enggagraan Hiburan, T
 pasal 16
(1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengar

dipungut bayaran;
(2) Obyek Hiburan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah -

a. tontonan film;
' b. pagelaran kesenian, musik, tan dan/atau busana;
C. konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d. pameran;
€. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
f. sirkus, acrobat, dan sulap; )ET5S
g parmainan bllYElr golf, dan boling; -~ . .
: S;ﬁgan lla:tia, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
che - te/;?f:jzk;fl _._,Tandl uap/ Spa, dan pusat kebugarar
J- pertandingan olahraga; ' ;- v - - ,' " |

(1) Su : Pasal 17
byek_Pajak; Hlburan adalah, orang, pribadi . atau Badan ¥

(2) Wajib Pajak
Hibur
o menye'enggafakan H?lr)‘uragalah orang Pl'lbadl atau Badan YoM

'.:_._ r b=,
: J L (: !f:!'- i

BTN AR
Iy «*{
~ XN Tich-|
O My~
J 312
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Paragraf 2
, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghltungan Pajak

. Pasal 18
(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima
atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan;
(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang
diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 19
(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tlga puluh lima

persen).
(2) Khusus Hiburan berupa pagelaran busana, konteks kecantikan,

diskotik, karaoke, klab: malam, permainan ketangkasan, panti pijat,
~dan’ mandi- uap/spa, tarif: Pa]ak Hlburan dapat dltetapkan sebesar

75% (tujuh:puluh lima persen); - i
(3) Khusus- Hiburan kesenian rakyatitrad:snonal dlkenakan tarif Pajak

- Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) apabila dikomersialkan.

. . Pasal 20
Besaran pokok Pa]ak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara
mengallkan l:anf ‘sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
Ayat (2), dan Ayat (3) dengan dasar pengenaan paJak sebagaimana
dimaksud. dalam Pasal 1 I T - |
Bagian Keempat
PaJak Reklame

" | ST i "
DEL il 2 ITIEIAIM

Paragraf 1 . .
Nama, Obyek dan Subyek PaJak

Pasal 21~ '@
Dengan’ ‘nama Pajak ‘" Reklame dlpungut pa]ak atas kegiatan
penyelenggaraan Reklame. ' ' 0t

Pasal 22........cceeen



Pasal 22
lengga
me adalah semua penye raan Re
1) Obyek pajak Rel')"alagalmana dimaksud pada ayat ( 1) me”pugiafne;

se
2) OD:::BP;f:a an, billboara/Vidiotron/megatron dan seje s,
a. :

klame kain; .
rt:J.' gklame melekat, stiker;

selebaran; |
| g' :::::: berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. reklame udara;
g. reklame apung;
h. reklame suara;
i. reklame film/slide; dan
j. reklame peragaan. - — |
(3) Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame adalah -

2. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, war,
harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek 'produk 'yang.* ‘melekat pada barang  yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari procuk
sejenis lainnya; |

C.Mama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pacz

._bangunan tempat usaha atay profesi  diselenggarakan sesia
dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha ata
profesi térsebut; < = 1L 60 |

+ rDeakée:;e yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah

| Pasal 23
(1) Subyek Pajak Reg
a e
Menggunakan Rek[amrgf’ ?dalah orang pribadi atau Badan Yyand

(3) Dalam hgj R 1T 1 o
eklam
orang pribadi atay Eag'se'enggarakan sendiri secara langsung Ofef

2tau Badan tersebyt M Wajib Pajak Reklame adalah orang priad

(4). Dalam Hal.o.
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(4) Dal‘am hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak
ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2
Dasar Penggnaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 24
(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
(2) Reklame diselenggarakan oleh Pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai

kontrak Reklame;
(3) Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan, faktor
jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame;

(4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame
ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor ~sebagaimana

dimaksud pada ayat (3); |
(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Re
ayat (3) adalah : o

NSR = woviriennnrrsnrs Xossunsensnnnnnens Xnvninscnnnnnninces Xonsnsissniiianees
(6) Hasil perhitungaan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pt ‘ Pasal 25 -~
Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

k‘lanjevs'ebagaimana dimaksud pada

{ o Pasal 26 | P it
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6).

Bagian Kelima......cccveen



-18-

'Bagian Kelima
pajak Penerangan Jalan

, paragraf 1
. 1" Nama, Obyek dan Subyek Pajak

. Pasal 27.

1 'pajak’ Pene _dipungut pajak

o104 Pajak Penerangan Jalan atas ko
Ej:gggagﬁ:::‘ tenaga listrik, balk yang Idlhasllkan sendiri maupung';;“
diperoleh dari sumber lain. g
ARG © "' pasal 28
(1) Objek Pajak Penerangan Jalan ‘adalah, penggunaan tenags stric
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh gy

__.sumber lain;, st spih. snsminnsda?  arwel
(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
" meliputi seluruh pembangkit listrik;
(3) Dikecualikan dari ‘obyek Pajak™ Penerangan Jalan sebagaimana
. dimaksud pada ayat (1) adalah : - o e
" 'a. penggunaan tenaga " listrik oleh"
Pemerintah Daerah; ]
...b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan
olen kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asss
timbal balik; e T
C. penggunaan tenaga listrik . yang dihasilkan sendiri dengan
ioi-kapasitas tertentu yang, tidak - memerlukan izin dari instans
terkait; dan M it

d.penggunaan tepaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat

In'stansi_ Pemerintah * dan

.ibadah,: - S L =
(1) Subyek Pajak Peneranaer 529 5 i
- en TEIerangan Jalan- g . ihadi atau Badan
yang menggunakan tenaga listrik; falitie o

roaddt | Iz';,f {ir P

(2). Wajib PajaKe.co=
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(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan

" yang menggunakan tenaga listrik;
(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak

Penerangan Jalan adalah penyedia listrik.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 30
(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual
Tenaga Listrik; -
(2) Nilai jual tenaga listrik sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan :

‘= ¢-a. .dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan
pembayaran, Nilai Jual. Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan
biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian

kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.;
b. dalam hal-tenaga listrik: dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga

. Listrik  dihitung = berdasarkan- kapasitas tersedia, tingkat
penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga
satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 31 Lirt ot

(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar - 10%
(sepuluh persen); =0 _

(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber Ilain oleh industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan
Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri; tarif Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma

lima persen);
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Pasal 32

- K Penerangan Jalan yang terutang ity
Besaran mk&kanp:f if sebagaimana dimaksud dalam Pasy| 31 a,depgan

;;at r(x;e)ng:;n ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak S%ag ()
maksud dalam pasal 30.

-~ Bagian Keenam
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1/t
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 33

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dlpungut Caiak
atas keglatan pengambllan Mineral Bukan Logam dan Batua

P Pasal 34
(1) ‘Obyek Pa}ak Mireral Bukan Logam’ dan Batuan adalah kegiatan
‘péngambilan Mmeral Bukan Logam dan' Batuan yang meliputi :

a. asbes; = ( N Gaprigs |

b. batutuhs ' 1-"':" W id Ussliad o

C. batusetengah pen'nata
.. 4. batu kapur; £ 1525
0! @, batuapung, J6191h  nelgl  nERAETAMAad

. batupermata e e

. -G-'bentonity &1 ez et st Lt
h dolomlt -if._i '._. el e “ m_ 1 s
:;::.'r’i'J garamFbatu g e
STOK, g __(ha//re), 1 sy s

. granlt/andes/t' T ORI sl ‘

M. gips;

st

Dipindai dengan CamScanner



| g e a —

JBIS
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KIS sl e o nsduE 109 ng
o! kaoli.n; NET ] Mn; : o
leusit; agh
magnesit;
mika; 1§ |52EC
marmer;., .« O M : .. EAus e G T
nitrat; 157 “© NAMBONTYM '.'_'j,-'l. | 18Y NSHES
opsidien; ‘ ‘
> oker;, GIEDS Mab repod neugl geniM As
. pasir dan kenkul cd nedull s1zail ticanonom of
pasir kuarsa
. perlit; G 1s10616°
z. phospatisonviinonst 516l reb e
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);; .»: -

‘<?<E—:‘S crHrwooDos

1515 cc.fanah: d|at°m91 od redug lojorih Asiet

2C

dd tanah Ilat j g"“,; g igwe .M oo prisd ~ . -‘
[ €ee. tawas(a/um), shaa buxiemib sanmiso

e el oty peNmegsa fesrt sesAemuiov e

60099.Yarosific i, 2incf pricer-pnizee vebio
hh zeolit;
. basal; : I6VE 6350 b ‘z_‘:'...;_ 3

‘h- ]J trakkit; dan 5 1o i

15

-
9

kk. mineral bukan Iogam dan batuan |a|nnya sesuai dengan
- -ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) leecualrkan dari obyek- Pajak Mineral Bukan. Logam dan Batuan

-, sebagaimana dimaksud pada ayat (1); adalah:
-a. kegiatan pengambilan Mineral. Bukan Logam dan Bukan Batuan

yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersml seperu

kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga,

pemancangan tiang ; listrik/telepon, penanaman kabel
. listrik/telepon; penanaman pipa air/gas; .. r; 1 deiaQ

b. Kegiatan..........

Dipindai dengan CamScanner



i

jlan Mineral Bukan Logam dan g
b. kegiataf:(aﬂe?fftr:r? IIf;:ari kegiatan pertambangan Iaigg:,aan Yang
ﬂn;ear: Ié’iziamanfaatk.:—m secara komersial; dan T Yang

Pasal 35

_ , Logam dan Batuan adalah
Pajak Mineral Bukan M AN org
(1) rSJ:Jigja?:ﬁ ata Badan yang dapat mengambil Minera Buka Loggp:
dan Batuan; .

ib Daiak Mi dalah orang Pribag; .
Pajak Mineral Bukan Logam dan a 9 Pribai gty
2 ;Vaaéét:m yaJng mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Paragraf 2 |
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36 s e T

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah
Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat ‘(1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil Pengambilan dengan nilai pasa
atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam
dan Batuan; ' [

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rate-

o rat@ yang berlaku  di okasi setempat di wilayah ' daerah yang

- Dersangkutay i 8! (RIS reh ro o ey ayan 0a
(9) Dalam hal nilai pasaF i

BUHRLIneh oo o PO asil produksi Min‘efa_l Bukan Logam dan
" Batuai sebagaimana dimaksyd: pada’ ayat' (3) sulit diperoleh,

dounakan harga’ standar yariq. i
ki Ow wd ' ; an nSI ang
berwenangf dala’m?bidang-pey g ditetapkan’ oleh instansl y

" Batuan, ‘Tt - Tt':ahjbang@ Mineral Bukan Logam dan
SEUNET PENTLL Nghags, b3 Bt e P BT

Tarif Pajak MmeralB - Pasal37 o 3

(dua puluh Jimg Persel.-il)(?n Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25%

Pasal 38...co000™
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Pasal 38
B_egaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36.

Bagian Ketujuh
Pajak Parkir

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

_ Pasal 39
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas

penyelenggaraan tempat Parkir.

Pasal 40

(1) Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar
badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kegiatan

(2)
adalah :
a. penyelenggaraan tempat = Parkir oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah; o ‘
kir oleh perkantoran yang hanya

b. penyelenggaraan tempat Par

digunakan untuk kaaryawannya sendiri;
penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan

perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik; dan
~d. penyelenggaraan tempat Parkir rumah ibadah. |

C.

Pasal 41....cceeeeeene |
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Pasal 41
(1) Subjek pajak Parkir adalah pribadi atau Badan Yang mey
1

Kuks
otor; . )
arkir kendaraan berm rang pribadi atgy

2) Svajlb pajak Parkir adalah orang P Badan Yang

menyelenggaraakan tempat Parkir.

. Paragraf 2 .
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan pajak

Pasal 42 -
' ‘ h jumlah pembayars
Dasar pengenaan Pajak Parkir adala ayaran atg,
. yang serl):-;rusnya dibayar kepada penyelefnggara Fempat Parkir-
(2) Jumiah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud paga ayat
(1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang
diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 43
Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 44 -
Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar
PENgenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasa| 42,

Bagian Kedelapan
Pajak Air Tanah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 45

nah  dipyn jak atas kegiatan
au P€manfaatan Air Tgnar?_ut pajak

Dengan nama pai -
Jak
PEngambilan dany/at sl



-25-

- 2ALED BB . Pasal 46

(1) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan
Air Tanah;

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air
Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian
dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

o Pasal 47

(1) Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Waijib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan ‘dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 48

(1) - ;Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai,Perolehan Air Tanah.
(2) Nilai perolehan Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan

sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :

-jenis sumber air; ;| st s

lokasi sumber air; $aig M 8 S B2 N6
tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
‘kualitas air; dan = 1o oo e
tingkat kerusakan - lingkungan  yang diakibatkan oleh
. .,;1 pengambilan dan/atau pemanfaatan air. - -
(3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
~  disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat;

P a0 oD

(4). Besarmya....cueees
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Air Tanah sebagaimang

i lehan :
(4) Besamya Nilai Pero Peraturan Bupati.

imak5ud
ayat (1) dltetapkan dengan Pady

£ Pasal 49
férif pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh Persen),

'Pasal 50
‘ tang dihitung d
kok Pajak Air Tanah yang teru g dengan ¢,
Fnzsr?t_;:lri]kap: tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan das:
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).

. Bagian Kesembilan
Pajak Sarang Burung Walet

R Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Pajak

| o Pasal 51
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan
pengambilan dan/ataq _pengusahaar] S_a__rang: Burung Walet.

I e Pasal ‘52 -
(1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) E;ghtt_am_a_ uk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Il " rpgngnesoo | Sarang Bumng Walet 'yang telah ' dikenakan
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N Pasal 53

(1) " Subyek Pajak ‘Sarang Burung Walet adalah orang' pribadi atau
" /'Badan'yang melakukan ‘pengambilan dan/atau mengusahakan
Wit 'Sarang Burung Walet;
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan

-yang melakukan - pengambilan - dan/atau  mengusahakan Sarang
Burung Walet. - Lieg | \ A

ISH 10 19N O 1CTN ParagrafZ' A

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 54
(1) Dasar pengenaan Pajak® Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual
Sarang Burung Walet; JjoR NENB, L3
(2) Nilai Jual Sarang Burung'Walet sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung- berdasarkan' perkalian -antara harga pasaran
umum Sarang Burung 'Walet yang berlaku di daerah dengan
volume Sarang Burung Walet..» « =5 em ot - i3
rannt oA sieoaM o oshidmisnsa NsIEsn b
_ Pasal 55 gt
Tarif. ‘Pajak ‘'“Sarang ' ‘Burung:’ “walet ditetapkan ' sebesar
10% (sepuluh persen). |
Asnel WA OFEESINBTC

LTRSS

 pasal56

‘Besaran ' pokok' 'Pajak Sarang: Burung~ Walet. yang terutang dihitung
dengan cara mengdalikan tarif sebagaimana dimaksud:dalam Pasal 55
dengan dasar pengenaan pajak sqbggaimana dimaksud dalam Pasal 54.

4474 BABIIL L 1427

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK
1. TERUTANG=J:=



(1) Paja

. W

&i) berlokasl; jangka waktu yang lamanya { (saty)
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Pasal 57
pungut di wilayah Kabupaten Luwy
reklame, penerangan jalan, Minerg bnnpa1
air tanah, dan sarang burung ::alert}

k yang: terutang di

tel, restoran, hiburan,
::zgam dan batuan, parkir,

ak adalah "
mzﬁdgrajatau jangka waktu lain yang diatur dengan PEratu;,?

kalender, yang menjadi g |
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan | asar by
w‘;ﬁi ppae;ak untuk menghitung; menyetor, dan melaporya, pajagkl

yang terutang. ‘
Pasal 58

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat :

T a0 o

D

VNAra s~
l|-~_‘l.',.-’ 173 »

pembayaran atas pelayanan Hotel; .

pembayaran atas pelayanan Restoran;

pembayaran atas jasa-penyelenggaraan Hiburan;

pembayaran atas penyelenggaraan Reklame; .

pembayaran atas penggunaan Tenaga Listrik;

E;p:ﬁbayaran atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan
an; & o2

Jf;?;?fayaran alas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan

3:,? bayaran atas Pengambilan dan/atau pémanfaatan Air Tanah;

BABIV
PEMUNGUTAN PAJAK

1

~Ae MAG yar Bagian Kesaty - |
Tata:Cara-}P_emungutan
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Pasal 59

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan;

(2) Setiap Waijib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang
berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh

) Wajib Pajak , berdasarkan peraturan perundang-undangan

" perpajakan; -

(3) Wajib Pajak yang memenuhl kewajiban perpajakan berdasarkan
penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan;

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

.. ayat (3) berupa karcis dan/atau nota perhitungan;

(5). Wajib Pajak’ yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri

""" 'dibayar  dengan ~menggunakan SPTPD, SKPDI(B dan/atau

o SKPDKBT

(6)° SPTPD ''sebagaimana dimaksud 'pada ayat (5) dilampirkan

__dokumen penJuaIan yang telah dlperforaSI oleh Pejabat yang
ra ‘berwenang;
(7)" Ketentuan tentang tata cara’ perforasi dlatur leblh lanjut dengan

,Peraturan Bupatl

v b3~
L,-_' 1 R151{5%" Al .'.'._'
- - IIr.:ll.._

e i) »804l XSTBC Pasal 60
(1), Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati
o sebagalmana dimaksud Pasal 59 ayat (2), terdm atas
a. Pajak Reklame; *
b PaJak Air Tanah o =5 -
(2) Jenls Pajak yang dlbayar sendiri- oleh wajib - paJak sebagalmana
""'dimaksud pada ayat (1), terdm atas |
_., a.Pajak Hotel; _
' "'b. Pajak Restoran;" “_ |
““'“c. Pajak Hiburan;
\“~ d.Pajak Penerangan Jalan;
e. Pajak Mineral Bukan Logam ‘dan Bantuan;

P TIT o -
LI ' b L]

f. Pajak Parkir......cooeeeeen,




aiak Parkir;
;'. ga}ak Sarang Burung Wa'Et' |
PRI S Pasal 61
N 636 ' :S'd
(1) Dalam jangka waktu SrIgliltr::r)r tahun sesudah saat
pajak, Bupadtl ,g?ﬁ?; ;T_‘ene HLi
oo f)K I;kagqbeafdas’arkén hasil pemeriksaan atau keteran
. pajak yang terytang tidak aj:au kurang dlbayar;-
''2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangks
waktu' tertentu dan setelah ditegur secara tertyjis tidak
| disampaikan pada_ waktunya sebagaimana ditentukan
U Surat teguran; -
111 13); Jika - kewajiban . mengisi . SPTPD tidak qipenqhi, Pajak yang
. terutang dihitung secara jabatan. =~
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru' dan/atay data yang semula
0 Pelum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah pajak
yang terutang. . o
C. SKPDN jika jumlah ~pajak yang terutang sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak .atau pajak tidak terutang dan tidak
ie 1 ada kredit Bk . o e

13561 SIS L RSl s s Tyl | PP ik '

(2) Jumlah' kgkur:apgaq Pajak. -yang . terutang dalam SKPDKB
huruf a angka 1) dan angka
upa bunga sebesar 2% (dua

~dari pajak yang kurang atau

gan lain,

alam

A18
b

2) dikenakan sanks; administratif ber
orv.PESeratus) ; sebulan dihitung
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(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika
~~ Wajib : Pajak ' melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
‘2> pemeriksaan; N
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(e
-] -

| e Pasal 62
(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan,
"' 'SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT ' diatur dengan Peraturan Bupati;
(2) Ketentuan - lebih ' lanjut’ ‘mengenai tata cara pengisian dan
""" penyampaian' SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD,
"“I'SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.
Ii.'.""' 15 _':i'-'_-‘f' {4 3 Baglan Kedua .
st ' i . ... SuratTagihan Pajak .
nisluds? (euiere i Pasal 63 _ .
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: rel riost Gew
1" a.pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b, dari':hasil' penelitian ‘SPTPD terdapat kekurangan : pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan:-sanksi administratif berupa bunga
dan/ataudenda. '~ b s !4 I6{6Q
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

7 dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus)
setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak.

(3). SKPD.cvuvivenes
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(3)'SKPD atau
dibayar stf':f-be
11 -administrati : ot
-.,»..-_:.gan.ditagm:melalyl ST PD C o
oy (unmeron el TULC Bagian Ketigal

et £Y 3t ', - _.,f kan yan tidak
n lain yang dipersama g tidak ata,

(,ja_g:(a‘uhmejatuh tempo pembayaran dlkenakan k“rr?ng

rupa 'bunga sebesar 2% (dua perseratys) Sebuy r:

NG

1 U e Cara Pembayaran dan Penagihan
i T pasal 64 oGy

enentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
0 E:rl?;gtorg; pajak yang terutang paling lama 1 (satu) buylan setelah
< saat terutangnya pajak; | - oo g

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,, STPD, Surat Keputusan Pembetyian

10 Surat - Keputusan  Keberatan, ., dan , , Putusan = Banding, yang

(;-menyebabkan, jumlah pajak . yang harus dibayar  bertambah

" merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(3) Bupati atas permohonan Waijib Pajak setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsur atau ' menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carg Pembayaran, jatuh tempo
Pémbayaran; | penyetoran, tempat  pembayaran, angsuran, dan

ey :penundaan;pembayaran: Pajak diatur dengan Peraturan Bupati

L'! .Itn'..i\

i
'

(1) Pembe N di kas daerah atay tempat lain yang
g:(tggju:taolegiupati Sesuai; waktu: yang ditentukan dalam SPTPD,
AUl aNg, dipersamakan, - SKPDKB, SKPDKBT

'{'.2»'.1" : f’l'.'F_':, GIT | ._ 3

(2). Jika Pembayaran........-
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(2) Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
‘hasil penerimaan  pajak harus disetor ke kas daerah paling lama

=111 X 24 jam. &

(3)-Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
' -ayat(2) adalah SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

R &1 '+, Pasal 66

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
.. STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
 ‘dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
" ‘Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
©_peraturan perindang-undangan,

L TEUBABV Y
"“ KEBERATAN DAN'BANDING
NLpasdl’e7 128kl ) -
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atas suatu: 20 152
svie@. SKPD;1 . [OrGii13a
isricD: SKPDKB;: i st qebs
c. SKPDKBT; 5308 1
(1) d. SKPDLB;<dany jexsrmit

ne€a SKPDN.rinhinl  gzsnisd melsh SREl
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
-+ - disertai alasan-alasan yang jelas; . 3 ;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
- . bulan sejak tanggal-surat- sebagaimana:dimaksud pada ayat (1),
-+ - kecuali jika-Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu

tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar

paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

(5). Keberatan.....cuue.




o

UIRLEEY GOFY © tidak»memenuhi °persyaratan Sebagy;
(5)-.|<gberatz;n bggn%vat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3)'1}32;‘:
dimaksu sebagai Surat Keberatan sehinggg tlc!ak dupertimbangkan.
nit d'anfgapnerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupat; yan’g
(6) Zg:n ?ulfeatau tanda pengiriman surat keberatan mela|y; SUrat pos
t;rggiat sebagai tanda bukti penerimaan sqrat keberatan,

. P o  Pasal 68 | e

1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan Sejak

L g‘ﬂ,‘;ﬁ;;,dzurat’ Ke%’é'rétan diterima, , harus memberi keputusan aJtaS

. keberatan yang digjukan; . .

(2)Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atay
menambah besarnya pajak yang terutang;

(3)Apabila jangka waktu sebagaimana -dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatuy keputusan, keberatan yang

diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

S EYNET B Jaa A

2 AN
A

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permoho

nan banding hanya
kepada  Pengadilan Pajak terhadap

keputusan  mengenai

i; -
- nding sebagaimana dimaksyd pada ayat (1)
- __i,_g,'glukan cecara tertuli  dalam bahasa Indonesia, dengan
>an yang “jelas dalam Jangka ‘wakty : 3" (tiga) - bulan - sejak

keputusan diterima, dilamnir ' cor:
(- Wt ' am "- T
(5] keberatan'tersebut; W i Sah:n_an.l_ dan surat * keputusan

: 3 Penaai ; o _ : ] : Bl | Frehy
( )-mir:ggjal;raa: 52;{”, Osgc,;?-aq banding : 'menangguhkan kewajiban
... Penerbitan putysan Banpdailngdf ngan 1 (Sffltu:)? bulan sejak tanggal

':'.; \

™21 . -
L CHEBYLY B i
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. Pasal 70
(1)Jika pengajuan keberatan atay

AT Y Permohonan banding dikabulkan

- sebagian ‘'atau 59'“':Uhnya; ~ kelebihan - pembayaran  pajak
v+ dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
iz perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (du

_ | 9 a.puluh empat) bulan;
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; -
(3)Dalam ha_l kelgemtqn Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%

(lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan
o keberatan dikurangi ‘dengan. pajak yang:-telah dibayar sebelum
" ‘'mengajukan keberatan; > . i

(4)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi

' administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus)

2" "sebagaimana dimaksud'pada ayat (3) tidak dikenakan;

(5)Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
‘Wajib. Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar

.+ 100%  (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan. Putusan

- Banding..dikurangi. dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
' sebelum mengajukan keberatan. . -

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
. .., Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
RARRYAGTERS ad sty s a8

Pasal 71

'(1) Atas permohonan Waijib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau

' SKPDLB ' yang - dalam  penerbitannya terdapat kesalahan - tulis
'~ “danfatau "'kesalahan hitung "'dan/atau’ kekeliruan penerapan

ketentuan'' ' tertentu ' ‘dalam peraturan - ' perundang-undangan
perpajakan daerah;

(2). Bupati dapat.........
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idapat: ot ‘ .ksi administratif berupa
(2)Bupati dap u ‘menghapuskan: san
.._,.a.menguraggﬁgg,?in kenaikan pajak yang terutangCI ll'nenulzuf
Jerd rundangundangan: perpajakan daerah, dalam ha
e pe’ak;”’?gmepsut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
(1. san

| a kesalahannya;
b ;if;ul:aar:ztllan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau

" .STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak bf.snar;
c meng'urangkan atau membatalkan STPD; | Lo
-d.membatalkan. hasil pemeriksaan atau ' ketetapan pajak yang
"dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
TR ntukan; dan = U{spaLT A
_ -eg::gurangkan - ketetapan (pajak te[utang berdasarqu?
| .pertimbangan kemampuan membayar- Wajib Pajak atau kondisi
. tertentu objek pajak. - r e o ;

(3)Ketentuan lebih “lanjut mengenai tata cara’ pengurangan atau

" 'penghapusan sanksi - r_@dministra_tif ~dan - pengurangan atau

" "pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati. - ‘

LUlliz=aa s

s e EABWpeiedmea
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 72
{(1)Atas-kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan

L :_permqhona,n. peéngembalian kepada Bupati: I
('Z)B-upa‘tx.;dalam jangka waktu. paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
fIs _fdltenmanya--=per_n,10honan - Péngembalian; kelebihan pembayaran

v Pajak isebagaimana  dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan; | N i |

\'.‘;P1 ;.-,i_lu"'l F

(3). Apabila..............
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3) QT:[?:II; jﬁﬂgdk:nwagﬁgaifbi?;;ﬂlana dimaksud :pada ayat (2) telah
i ~ ~memberikan suatu keput
permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dilg:bl&?l?:ﬁ

., danSKPDLB harus diterbitkan dalam jangka -
vl (satu) bulan; - | Y Jangka waktu paling lama 1

.(Q)Apabi'la el Pajak:merl?pUnya] utang Pajak atau utang lai
(Glebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1

. langsung diperhitungkan. untuk: melunasi terlebih dahulu utang
+ Pajaktersebut; « . 1 .

(5)|?engembalian ke::le‘bihan.pembayaran F:’ajak sébagaimana dimaksud
pada ayat (1) dllc?\kukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;

(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah

7L lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar
2% '~-(dua ‘persen) sebulan' atas keterlambatan pembayaran

01 kelebihan pembayaran Pajak;"" ' b3

(7)Tata cara pengembalian’ kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana

52" -dimaksud pada ayat (1) diatur‘dengan Peraturan Bupat.

'BAB.VII
1, + KEDALUWARSA PAJAK

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah
. melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya

" 'Pajak, "kecuali' apabila Waijib Pajak melakukan tindak pidana di
"“" bidang pefpajakan daerah; ¢ " -
(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
e rtertangguhsapabila; - i o ey el Hhe
1isa. diterbitkan Surat Teguran:dan/atau Surat Paksa; atau | ¢
b. ada pengakuan utang pajak ' dari \Wajib Pajak, baik langsung
maupun tidak langsung.

1 BAE (3). Dalam Hal.....ccen:



-38-

| ( bagaimana

m +arbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagain

(3)Qalar:s:dal.;;tje;bayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung
e alan Surat Paksa tersebgt; Asoe di.maksud

tang Pajak secara langsung sebagaim

(4)P§3§a:$:? (g) h?lruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya

'Fne'nyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya
da Pemerintah Daerah; . ‘

?(S)xEZakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permphonan keberatan

oleh Wajib Pajak. " - i

, g . .. /Pasal- 74

(1)Piutang Pajak. yang tidak.mungkin- ditagih lagi karena hak untuk

. melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2)Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan  Piutang Pajak yang
sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3)Tata cara penghapusan piutang Pajak yang -sudah - kadaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Lo PR ELEd USTnon. s pasah 756199 neuiksla

B UL 3962 Aar3e onutid sl rinst femil) 2 e

:(l)gggian_ dﬂ;ﬁ“.;,tgr;g[gg kzupati _berdasarkan permohonan waijib
memberikan  pengurangan,  kerir

) Pembebasan pajgk, o oo, Keringanan - dan

-

gae, oo pene £ .
dan pembebasani pajak "a pemberian pengurangan, keringanan

s b sebagai di . -
v+ clebih lanjut dengan:Pferaturar? Bll'::)aar;la dlmaksud ipaas ayat._(l) ST
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BABIX
PEBdBLHGUA&IEMU‘FWHHERIKSAA&I

| Pasal 76
(1)Wa]lb paJak yang melakukan usaha

y
_.Rp. 300.000.000,00 (tiga . ratus s engan omzet paling sedikit

ta rupiah rtah
menyelenggarakan pembukuan atau pen catatp;,|n ) pertahun waijib

(z)Kntena wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara

pembukuan atau pencatatan sebagaumana dlmaksud pada ayat (1)
dratur dengan peraturan bupati.”

T e e ey

(1)Bupat| melakukan pemerlksaan untuk ‘menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajlban perpa;akan daerah . dalam rangka

melaksanakan perclturan perur}dang undangan perpa]akan daerah.

(2)Wa]|b Pajak yang dlpenksa wajib :

a memperhhatkan dan/atau memln]amkan buku atau catatan,
" dokumien’ ' yang ‘menjadi dasarnya” dan “dokumen- lain yang
' berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;

b membenkan kesempatan untuk memasuki tempat atau' ruangan

" 'yang dlanggap perlu dan membenkan bantuan guna kelancaran
574 pemeriksaan; dan/atau

c membenkan keterangan yang dlperlukan

-(3) Ketentuan lebih IanJut mengenai - tata cara: pemenksaan diatur
dengan Peraturan Bupatl

'__g"‘ - ! 1
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BAB X
e MT AT . PENYIDIKA

Pasal 15 gan Pemerintah

Il tertentu di lingkun ;
wal Negerl SIPU 1S/ °0 1 " abagal penyidik untuk

(l)Pejabat Pegadlbeﬂ_ ewenang !
'Kabupaten ‘ ajakan daerah,
'van tindak pidana di bidang perp
~melakukan pengfg:gigud da|a'i:n- Undang-Undang Hukum Acara

sebagaimana di

. .Pidana; . v pryscad asid
(2)Penyidik - sebagaimana dimaksud p

ada ayat (1) adalah péjabat

i ili intah Kabupaten
awai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerin _
5:39 diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

tentuan peraturan perundang-undangan;
(3)§5efvlnangp;enyidik sebagaiman;é“,di,maksud pada.qyat (1) adalah:
1> '3 menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
“/c"Japoranberkenaan ''dengan-tindak  pidana di ' bidang
“"*perpajakan - daerah” agar’ keteranganatau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas; . ¢ esgimon oos s
b meneliti, mencari ,dan, mengumpulkan keterangan mengenai
uno, Orang, .. pribadi.atau, badan tentang kebenaran perbuatan
dilakukan sehubungan dengan; tindak pidana perpajakan. daerah

e ons YErsebUb s e nan ol dnn nedsomated nisy e i
re':-:o‘?"5.%”1‘.“@#‘?,3“35‘_9_3". dan bahan bukti dari orang pribadi atau
adan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpaj
daerah tersebut: ... .. ... .. no- perpajakan
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokun '
s Tt r umen-dokumen
512 lain berkenaan:dengan-tindak: pidana di bidang perpajakan daerah

o g

tersebut; Jiscufl ns
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-d '
r PE -dokumen
f mela!cukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut: ain, serta
. g;milgit; bintuan 1':enaga _al'fli dalam rangka pelak'sanaan tugas
yidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;

g. Menyuruh..........ccce.s
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g.,menyuruh berhenti dan/atau melaran

ruangan: -atau  tempat, pada saat ‘

i) AN pemeriksaan

berlangsung dan mgmerlksa identitas orang dan/atau doslffr?m:g
yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e:

' h.memotret seseorang yang berkaitan denaan ti idana di
bidang perpajakan daerah tersebut; gan tindak pidana di

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
j. dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
k. menghentikan penyidikan; dan
|. melakukan: tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang.perpajakan daerah tersebut, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
, enuntut umum melalui. Penyidik = Kepolisian Republik Indonesia,
'seguai'dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum
o "Acara PIdanal - s oot o ’

6 Hig

g seseorang meninggalkan

.., BABXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79
(1)Setiap Waijib Pajak:yang: karena kealpaannya tidak menyampaikan
-1 :SPTPD -atau-mengisi- dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap
" dan/atau melampirkan keterangan ;yang tidak - benar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidang dengan pnda_na
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana den_da paling
~c. -banyak 2 (dua) kali jumlah pajak: yang terutang yang tl_dak atau
~i'r kurang dibayar. A eje el (S) 16V _
(2)Setiap: Wajib - Pajak 'yang ' dengan sengaja  tidak mg:nyampankan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap
dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

Merugikan..c.sessesas
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' ipidana - dengan  pidana
' merugi keuangan daerah dapat dipidana :
?e%l;?';k?)gllng |amga 2'(dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4

- (en kali jumlah pajak yang terutang.

(3)1'(|g21aialgldang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dalah pelanggaran; - - | -

(4)la)enda psebagaimana dimaksud 'pada ‘ayat (1) dan ayat (2) dan

Pasal 81 merupakan penerimaan negara

Pasal 80 _ -
Tindak ‘pidana sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 79 tidak dapat
“dituntut setelah melampaui jangka w_aktu 5 (Iim_a)_ tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. 1~

"~ 'Pasal 81

.

‘Setiap orang pribadi ‘atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang
tidak melakukan "atau menolak dilakukan pendaftaran sebagai wajib
pajak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah). A3 JAUTHNTIA

‘Pasal 82

:-'Wa’jib f‘ipajakly’ang tidak' ‘melakukan” pembukuan  atau pencatatan
‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dipidana‘sesuai dengan
‘peraturan perundang-undangan, v i A6\ngl

I_'- ' .“' ’ '._.'."" _ S22 !a, e Pasal 83 :

‘Waijib “pajak yang menolak: untuk diperiksa atau melanggar ketentuan
Pasal 77 ayat (2) d;:-n:n/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan
'terhadapnya dapgt-.’dlpldana* Sesuai dengan - peraturan perundang-

‘undangan. = 7o

1S3 X80 oy



a.

1. Pajak Hiburan; @ 1.0
"d;. Peraturan Daerah Ka

-43-

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84
pajak yang maslh terutang berdasarkan jenis pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini masih tetap ditagih

selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak pajak terutang.

" BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada sa{;it 'Pe_rai:'uran. Daerah ini mdléi berlakh maka :

Peraturan _Ijaeréh_l(a'bupaten_ L’uwu Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Pajak Hotel;
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Pajak Restoran;
c. Peraturan Daerah Kabupaten

b.
Luwu Nomor 4 Tahun 1998 tentang

bubate'n Luwu Nomor 3 Tahun 1998 tentang

Pajak Reklame; (16N i
e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1998 tentang

Pajak Penerangan Jalan; 1326
Luwu Nomor. 6 Tahun 1998 tentang

-f.. Peraturan :Daerah; Kabupaten

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan ¢;
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagl.

Pasal 86...............
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Pasal 86

' erlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai b p D engtrecrian

ian orang mengetahuinya,
Qgraartu:aenmopaerah i!r’:i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 10 Maret 2011

BUPATI LUWU,
Cap/ttd
A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 10 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 3



PENJELASAN
PERATURAN D i
i AERAH KABUPATEN
L

TENTANG

" bAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK
<EKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN
Rt 03 PAJAK SARANG BURUNG WALET

1. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan - 'urusan ~‘pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daersh didanai dari dan atas beban Anggaran
* Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan daerah,
" antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil
~ pajak daerah. e ' |
Pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah,

baik Kabupaten maupun Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas :

Pajak Hotel;

Pajak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Pajak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet; | |
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

i

- oQO M0 OO0 oo
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1 but- yang membedakan dengan Undang-
Nerrisorpg'llal‘(rat:j'ne tJil(;'(:)oy';rtxier?tang Pajak Daerah Dan Retribusj
Undanr? dglah sebutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gglongar_u C
t?earirgaham enjadi Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan. DtlJ sampmg
itu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersedl‘Jlt'k ]lliga
menekankan adanya perluasan basis pajak Daerah Iy,ar"ng |adu Iag
dengan memperluas basls pajak yang sudah ada. Ha I.:';)unnya adala
mendaérahkan'pajak pusat dan menam.bah jenls;Pajak aru.

"' Pertimbangan perluasan basis pajak dan penambahan jenis pajak
"*barupe;g’:l‘l?; 'genggi pertimbangan bahwa ketergantungan Daerah
yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam
banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas ,l_')aerap_. Diintrodusir
Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran
o Secara efisien dan. masyarakat tidak, ingin. mengontrol anggaran
. Daerah karena merasa tidak dibebani- dengan pajak (termasuk
- retribusi). Demikian itu .pertimbangannya, di sisi lain. bagi Daerah
- Kabupaten Luwu menjadi tantangan untuk menggali. potensi pajak

secara intensif, mengingat basis-basis pajak dari berbagai jenis pajak
.- masih terbatas.. ; R T . 4 N

Dari j

II PASAL DEMIPASAL, . . .~ " e
Pasal 1
Cukup jelas ¥
Pasal 2 -
Cukup jelas
Pasal 3 L EIBE nep;
Cukup jelas IEIGH ah L3 BN 8 b ¥
Pasal 4 .
Ayat (1)
... Cukup jelas SRS
Ayat (2) 127 TED nBuestey fapy
Cukup jelas= €5 v oo o



Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengecualian
sejenisnya didasarkan atas izin

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
« Pasal 11 ( g1 i’

Ayat (1)

Ayat (2) -
Cukup jelas

apartemen,

/= Cukup jelas

kondominium,
usahanya, ..

dan
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pasal 12
Cukup jelas

pPasal 13
Cukup jelas
Pasal 14 |
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas )3
Pasal 17 sisf Q1A
Ayat (1)
Cukup jelas 23151 gLl
Ayat (2) | ,
Cukup jelas sdit s
Pasal 18 o
Ayat (1)
Cukup jelas P
Ayat (2) i o e
Cukup jelas R
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “hiburan b
e hiburan b : :
ra " : € -
ya%atét;gggéc:]nal adalah hiburan kesenian ramkg:unlggis;mar:
di tempat yagnper:ju uriuK dilestarikan dan diselen araokna
s g dapat dikunjungi oleh paaTERes
‘masyarakat. ~ olen “semua lapisan
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Dipindai dengan CamScanner

...........



Dipindai dengan CamScanner

------------
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Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

Ayat (3



pyat (3)
v Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

sal 49
P2 Cukup Jelas

| 50
o=l Cukup jelas
pasal 51
Cukup jelas
pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



pasal 58
Cukup jelas

pasal 59

Ayat (1)
= Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 61 i

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner
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aet@  ukup jelas

at (5) i
A Cukup jelas

ayat(2)
Cukup jelas

pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) shaf GUALC
Cukup jelas (€) |
Ayat (4) 26197 GUALL
Cukup jelas
Pasal 65 L) JBVA
Ayat (1) 26i5] qUAL”
Cukup jelas YREXG
Ayat (2) JAE ReILILS
Cukup jelas £) 16¥A
Ayat (3) 550 QUALD
Cukup jelas



L,

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
' Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Pasal 69 J

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

) | -
Ve FEAF o~ . 3
. JI._J' #
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Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6) |

Cukup jelas 265 B



Avat (7)
> Cukup jelas

pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jela
Pasal 75 RISk
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup j
Pasal 76 e
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup j
Pasal 77 ol
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)......eeiees
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- Ayat (3)-+ |
~Cukup ]e|as .
Ayat (4)
' Cukup Jelas_
Pasal 79 BITA
Ayat (1)
Cukup ]elas
Ayat (2) Az oA
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup ]e|as
Pasal 81 571G BX
Cukup ]elas -
Pasal 82- ABfE
: Cukup ]elas
Pasa! 83 . LTk
Cukup ]elas ot
Pasal 8407 uwud il
~ Cukup jelas (i
Pasal 85. 11 .01 08 Loon
Cukup]elas
_Pasal 86 s ok

Cukup jelas -

TAMBANAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOM



